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	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

          UNIVERSITAS SEBELAS MARET
         LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

 Jl. Ir. Sutami 36A Kentingan Surakarta 57126 Telp. (0271) 632916  Fax. (0271) 632368

E-mail : lppm@uns.ac.id



KONTRAK 
PELAKSANAAN PROGRAM PENGABDIAN MASYARAKAT
TAHUN ANGGARAN 2018

<NAMA SKEMA>
Nomor:         /UN27.21/PM/2018
Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Enam bulan Maret tahun Dua Ribu Delapan Belas, kami yang bertandatangan dibawah ini :
	1. Prof. Sulistyo Saputro, M.Si, Ph.D

	:
	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Sebelas Maret, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sebelas Maret, yang berkedudukan di Surakarta, untuk selanjutnya disebut   PIHAK PERTAMA;

	
	
	

	2.<Nama Ketua Pengabdi>
	:
	Dosen <Nama Fakultas> <Nama Perguruan Tinggi>, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Pengabdian Masyarakat Tahun Anggaran 2018 untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.


PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK sepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak <Nama Skema> Tahun Anggaran 2018 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:
BAB I

DASAR HUKUM

PASAL 1

Dasar Hukum Kontrak Pelaksanaan Program Pengabdian Masayarakat ini berdasarkan :
1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang – Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

6. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;

7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;

9. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
10. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
11. Keputusan Presiden Nomor 99/M Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun 2018;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi ;
14. Peraturan Rektor UNS No. 116/H27/PG/2011 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Lingkungan UNS;

15. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55/M/KPT/2017, tentang Pejabat Perbendaharaan pada Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Tahun Anggaran 2017;
16. Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2/E/KPT/2017 tentang Penerima Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2017;

17. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Penguatan Riset, dan Pengembangan Nomor 2/E.1/KPT/2017 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2017.
BAB II

LINGKUP PERJANJIAN

PASAL 2
(1) PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut dari PIHAK PERTAMA, untuk melaksanakan dan menyelesaikan <Nama Skema> Tahun Anggaran 2018 dengan judul “<Judul Pengabdian Masyarakat>”.
(2) PIHAK KEDUA bertanggungjawab penuh atas seluruh pelaksanaan, pengadministrasian dan pengelolaan keuangan serta pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1).
(3) PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan kepada PIHAK PERTAMA seluruh bukti – bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Besarnya dana untuk melaksanakan Pengabdian Masyarakat dengan judul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp………… (Dengan huruf) sudah termasuk pajak.
(5) Dana Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor SP DIPA-042.06.1.401516/2018, tanggal 05 Desember 2017.
BAB III

PENDANAAN

PASAL 3
(1) PIHAK PERTAMA memberikan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebesar Rp......................... (Dengan huruf), yang dibebankan kepada DIPA pada Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor SP DIPA 042.06.1.401516/2018 Tanggal 05 Desember 2017.
(2) Dana Pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:


a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari jumlah keseluruhan bantuan dana kegiatan, yaitu 70% x Rp………..=Rp...........(Dengan Huruf), yang akan dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah PIHAK KEDUA membuat dan melengkapi rancangan pelaksanaan Pengabdian Masyarakat yang memuat judul Pengabdian Masyarakat, pendekatan dan metode Pengabdian Masyarakat yang digunakan, data yang akan diperoleh, anggaran yang akan digunakan, dan tujuan Pengabdian Masyarakat berupa luaran yang akan dicapai.

b. Pembayaran Tahap Kedua/Terakhir sebesar 30% dari jumlah keseluruhan bantuan dana kegiatan, yaitu 30% x Rp………..=Rp...........(Dengan Huruf), dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah PIHAK KEDUA mengunggah ke SIMLITABMAS yaitu :
1) Buku Catatan harian dan laporan penggunaan anggaran 70%;
2) Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan
Ke laman (Website) SIMLITABMAS selambat – lambatnya tanggal 31 Juli 2018.
c. PIHAK KEDUA bertanggungjawab mutlak dalam penggunaan dana sebagaimana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui, dan berkewajiban untuk menyerahkan seluruh bukti – bukti pengeluaran, sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA.

d. PIHAK KEDUA berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan kepada Kas Negara dan berkoordinasi dengan PIHAK PERTAMA.
(3) Dana Pengabdian Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA ke rekening sebagai berikut:
	Nama
	:
	<Nama Pengabdi>

	NomorRekening
	:
	<Nomor Rekening> <Rek. Bank BNI>

	Nama Bank
	:
	<Nama Bank> <Bank BNI>



(4) PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan PIHAK KEDUA dalam menyampaikan data pengabdi, nama bank, nomor rekening, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.
BAB IV

JANGKA WAKTU
PASAL  4
Jangka waktu pelaksanaan Pengabdian Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai selesai 100%, adalah terhitung sejak Tanggal 26 Maret 2018 dan berakhir pada Tanggal 15 Nopember 2018.
BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK
PASAL 5
(1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:

a. PIHAK PERTAMA berhak untuk mendapatkan dari PIHAK KEDUA Laporan Pengabdian luaran Pengabdian Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;

b. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk memberikan dana Pengabdian Masyarakat kepada PIHAK KEDUA dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:

a. PIHAK KEDUA berhak menerima dana Pengabdian Masyarakat dari PIHAK PERTAMA dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4);

b. PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA luaran <Nama Skema> dengan judul <Judul Pengabdian Masyarakat> dan catatan harian pelaksanaan Pengabdian Masyarakat;

c. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk bertanggungjawab dalam penggunaan dana Pengabdian Masyarakat yang diterimanya sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui;

d. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyampaikan kepada PIHAK PERTAMA laporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; dan
e. PIHAK KEDUA wajib melaporkan semua barang inventaris dari pengabdian masyarakat kepada PIHAK PERTAMA melalui Sub Bagian Umum LPPM UNS.
BAB VI

SURAT PERNYATAAN PENYELESAIAN PEKERJAAN

PASAL 6
(1) PIHAK KEDUA harus menyampaikan Surat Pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan pengunggahan pada laman (website) SIMLITABMAS, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
a. Buku catatan harian dan laporan penggunaan dana 30%, pada tanggal 31 Oktober 2018;

b. Laporan akhir, capaian hasil, poster, artikel ilmiah dan profil, pada tanggal 15 November 2018.
(2) Apabila sampai dengan batas akhir yang telah ditentukan untuk menyelesaikan Pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat telah berakhir, PIHAK KEDUA belum menyelesaikan tugasnya dan/atau terlambat menggunggah laporan akhir di laman (website) SIMLITABMAS, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi denda sebesar 1‰ (satu permil) untuk setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi – tingginya 5% (lima persen), terhitung dari tanggal jatuh tempo sebagaimana tersebut pada Pasal 6 ayat (1). 
(3) PIHAK KEDUA Pelaksana Program Pengabdian kepada Masyarakat yang tidak hadir dalam kagiatan Pemonitoran dan Evaluasi Program Pengabdian kepada Masyarakat tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, maka, Pelaksana Program Pengabdian kepada Masyarakat wajib mengembalikan dana 70% (tujuh puluh persen) yang telah diterima dan tidak berhak menerima dana tahap kedua sebesar 30% (tiga puluh persen). Apabila sebelumnya PIHAK KEDUA telah menerima dana penugasan tahap kedua sebesar 30% (tiga puluh persen), maka wajib mengembalikan dana tersebut ke Kas Negara.
(4) PIHAK KEDUA Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat yang tidak maksimal dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat wajib mengembalikan dana Pengabdian kepada Masyarakat yang telah diterima sebesar rekomendasi reviewer.
BAB VII
LAPORAN HASIL PROGRAM PENGABDIAN MASYARAKAT 

PASAL 7
(1) Laporan hasil Program Pengabdian Masyarakat sebagaimana tersebut pada Pasal 6 ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. Ukuran kertas A4;
b. Pada bagian bawah sampul muka harus ditulis:

Dibiayai oleh:

Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat

Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Sesuai dengan Perjanjian Pendanaan Pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat
Nomor: 020/SP2H/PPM/DRPM/2018
(2) Softcopy laporan hasil Program Pengabdian Masyarakat sebagaimana tersebut pada ayat (1) wajib diunggah ke laman (website) SIMLITABMAS, sedangkan hardcopy wajib diserahkan ke PIHAK PERTAMA melalui Sub Bagian Program dan Kerjasama LPPM UNS. 
BAB VIII

PERUBAHAN PARA PIHAK
PASAL 8

(1) Apabila PIHAK KEDUA berhenti dari jabatannya, sebelum pelaksanaan Perjanjian Penugasan ini selesai, maka PIHAK KEDUA wajib melakukan serah terima pertanggungjawaban kepada ketua baru yang menggantikan.
(2)  Apabila setiap PIHAK KEDUA ketua Pelaksana Program Pengabdian Masyarakat tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan Pengabdian Masyarakat ini, maka PIHAK KEDUA wajib menunjuk pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.

(3)  Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana yang telah diterimanya kepada Kas Negara. 

BAB IX

KEWAJIBAN PAJAK

PASAL 9

(1) PIHAK KEDUA wajib membayar pajak ke Kantor Pelayanan Pajak setempat yang    berkenaan dengan kewajiban pajak berupa :

a. pembelian barang dan /atau jasa yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)    sebesar 10% (sepuluh persen) dan Pajak Penghasilan (PPh) 22 sebesar 1,5% (satu koma lima persen);
b. belanja honorarium yang dikenakan (PPh) Pasal 21 dengan ketentuan :

    1) 5% (lima persen) bagi yang memiliki NPWP untuk Golongan III, serta 6% (enam persen) bagi yang tidak memiliki NPWP dan;

    2) untuk Golongan IV sebesar 15 % (lima belas persen).

c. pajak – pajak lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
BAB X

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

PASAL 10
(1) PIHAK KEDUA berkewajiban mengupayakan Program Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan untuk memperoleh Hak Paten atau Hak Kekayaan Intelektual lainnya, dan atau publikasi ilmiah untuk setiap judul proposal Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1).
(2)  Perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar – besarnya untuk pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

(3)   PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaporakan perkembangan perolehan Hak Paten atau Hak Kekayaan Intelektual lainnya, serta publikasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala kepada PIHAK PERTAMA, yaitu pada setiap akhir Tahun Anggaran berjalan. 

(4) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat  tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang – undangan.
(5)  Hasil Pengabdian kepada Masyarakat berupa peralatan dan/atau peralatan yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik Negara, dan dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga/masyarakat melalui Berita Acara Serah Terima (BAST) setelah dilaporkan perolehannya ke Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat.
(6)  Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib dilampiri dengan foto bukti       serah terima barang/alat dari Ketua Pelaksana kepada mitra Pengabdian kepada Masyarakat dan foto alat/barang yang diserahkan kepada mitra. 
BAB XI
DUPLIKASI JUDUL PROPOSAL
PASAL 11
Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul – judul proposal yang diajukan pada Program Pengabdian Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditemukan adanya duplikasi dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran/itikat buruk yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan Pengabdian Masyarakat tersebut dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA wajib melaporkan kepada PIHAK PERTAMA serta mengembalikan dana Pengabdian Masyarakat yang telah diterima ke Kas Negara.
BAB XII

PERSELISIHAN
PASAL 12
(1) Apabila terjadi perselisihan antara PARA PIHAK dalam pelaksanaan Perjanjian Penugasan ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

(2) Apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyelesaian dilakukan melalui proses hokum dengan memilih Domisili Hukum di Pengadilan Negeri Surakarta.

BAB XIII
KEADAAN MEMAKSA (FORCE  MAJEURE)
PASAL 13
(1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan PARA PIHAK yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (Force Majeure).
(2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (Force Majeure) dalam Perjanjian ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru – hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
(3) Apabila terjadi keadaan memaksa (Force Majeure) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis , selambat – lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (Force Majeure), disertai dengan bukti – bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan PARA PIHAK dengan itikat baik akan segera membericarakan penyelesaiannya.
BAB XIV

PENUTUP

PASAL 14

(1)  Perubahan atau hal – hal yang belum diatur dalam Perjanjian Penugasan ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dan jika dianggap perlu, maka akan di buat perjanjian tambahan, ditandatangani oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
(2)  
Perjanjian Penugasan ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 3 (tiga), bermaterai 6000 dan biaya materai dibebankan kepada PIHAK KEDUA. 

	PIHAK PERTAMA
	PIHAK KEDUA

	
	

	Prof. Sulistyo Saputro, M.Si, Ph.D
	<NAMA PENGABDI>

	NIDN: 0004096805
	NIDN: 

	Mengetahui

<DEKAN FAKULTAS/KETUA PRODI>
<NAMA PEJABAT>
NIDN: 
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